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Moto dan Persembahan

Moto:

Lihatlah raga ini masih bergerak, jantung ini masih berdetak, paru-paru
ini masih mengembang, mulut ini masih bicara, hidung ini masih bernafas,
telinga ini masih mendengar, mata ini masif melihat, hati ini masih merasa, RaRg
ini masih melangkah, tangan ini masih bergerak,

‘MAKA NMKMAT TUHANMU MANAKAH YANG KAU DUSTAKAN”

“Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri 4i atas
tanafh, akan Rembali ke tanah, lalu Renapa masih bersifat langit ?

How others see you, is not important, but how you see yourself means
everything.

Persembahan:

SKripsi ini penulis persembahkan untuk Ibuky (Marfuah) yang sangat penulis
banggakan, dan sayangi, Rarena telah mendidik, berRorban, berdo’a, dan
senantiasa memberikan Rasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa
menyelesaiRan sRripsi ini

Seluruh teman-temanky, sahabat-sahabatRy, dan seluruh pihak yang telah
membantu, menyemangati, memotivasi, memberi Rritik dan saran sehingga
penulis bisa menyeleasaikan sKripsi ini dan dapat memperoleh gelar yanyg telah
lama di nantikgn Sarjana HuRum ($.H)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman
transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan
Huruf Nama Penulisan
Alif tidak dilambangkan
Ba
Ta
Tsa

Jim

Kha
Dal
Zal
Ra
Zai

Sin

Syin
Sad
Dlod
Tho
Zho
‘Ain
Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun

Waw
Ha
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: Hamzah
Ya
Ta (marbutoh)

=<

o z(;)

I~

Vokal
Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Fathah
Kasroh
? Dlommah
Contoh:
o = Kataba
U = Zukira (Pola 1) atau zukira (Pola I1) dan seterusnya.

Vokal Rangkap
Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat
dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf
Fathah dan ya Ai adan i
Fathah dan waw Au adan u

Contoh:

84 : kaifa
sJz  'ala

Jsz  :haula

Ge! :amana
ggi : al atau ay
Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi
berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan




& | | Fathah dan alif atau ya A a dan garis panjang di atas
s Kasroh dan ya I i dan garis di atas
Fa Dlommah dan waw U u dan garis di atas

Contoh:

d‘éé@eﬂ : qala subhanaka

Olomelelu= : shama ramadlana

S I rama

g Rplos—s : fiha manafi'u

Osodads Ossils  : yaktub@ina ma yamkuriina

sy sl : iz gala yasufu liabihi

Ta' Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah,
maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang
memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu
ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:
JIdaY) 3 s g Raudlatul athfal
5 s0alagad) al-Madinah al-munawwarah

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

R Rabbana
Joo Nazzala




Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya
dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang
dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:
Pola Penulisan
<l s Al-tawwabu At-tawwabu
uﬂeu'ﬁU Al-syamsu Asy-syamsu

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.
Kata sandang yang diikuti huruf gqamariyah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:
Pola Penulisan
g Al-badi'u Al-badi'u
_pd) Al-gamaru Al-qamaru

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata,
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:
Pola Penulisan
0}550—’ Ta “khuzina
RENE! Asy-syuhadau
S Ja B Umirtu
oy sidius Fa tibiha

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka
dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

Xi



mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai
berikut:
Contoh:

Pola Penulisan
o g »J3d Js Wa innalaha lahuwa khair al-razigin
O gl Jsd) svgla Fa aufii al-kaila wa al-mizana
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ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang
berpindahnya harta kekayaan orang yang telah mati kepada ahli warisnya dengan
sebab hubungan perkawinan. Mengenai pelaksanaan pembagian waris pada
masyarakat adat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten
Banyuasin hampir keseluruhan tidak menggunakan tidak menggunakan sistem
sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam, sistem yang dilaksanakan
kebanyakan masyarakat desa tersebut sering disebut cara kekeluargaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margarahayu dengan menggunakan
metode purposive sampling, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data
primer, sekunder, dan fersier, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis
secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian
kewarisan secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yaitu
dibagikan dengan bagian masing-masing yang diterima ahli waris terdapat satu
cara pembagian yaitu pembagian tirkah dengan bagian masing-masing sama rata.
Tinjauan Hukum Islam terdapat pelaksanaan pembagian harta waris secara
kekeluargaan pada masyarakat desa Margarahayu yang hanya memberikan tirkah
dengan ketetapan bagian masing-masing ahli waris membagi rata Hukum Islam
membolehkannnya karena masalah warisan adalah hak indivividu ahli waris dan
berdasarkan kaidah figh al-A’datu muhakkamabh.

Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, Kekeluargaan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang
mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan
Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal sudah tentu ajaran Islam harus
fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak

menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut.

Sebagai salah satu akibat dari lanjutan perkawinan adalah munculnya harta
warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan
sendirinya akan muncul hak kewarisan. Abdul Qadir Djailani menyatakan bahwa
ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai
pendistribusian harta kekayaan dan penumpukan pada diri seseorang. Kalau pada
zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi sekarang maka pada
harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi

dengan generasi yang datang. !

Islam telah mengatur bagaimana proses berpindahnya harta seseorang
kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam,
duda atau janda, Bapak dan Ibu, anak laki-laki atau anak perempuan, saudara laki-
laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang

yang harus dibagikan kepada mereka sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh

! Abdul Qadir Djailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), hlm.57
1



islam. Oleh karena tidak ada perbedaan diantara para ahli waris laki-laki dan
perempuan dalam penerimaan harta warisan maka secara ilmu kemasyarakatan
sistem kewarisan Islam termasuk sistem kewarisan bilateral, hal ini telah dijelaskan

dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7 dan 11.

Sistem kewarisan bilateral merupakan salah satu diantara sistem kewarisan
yang ada di dalam masyarakat, pada masyarakat tertentu akan ditemukan sistem
lain yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan, misalnya sistem patrilinial yaitu
sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki
ataupun sistem matrilinial, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan

pihak nenek moyang perempuan saja. >

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupan
manusia dan mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Kewarisan

menyangkut tiga unsur yaitu :

1. Pewaris : yaitu orang yang memberi waris, adalah orang yang meninggal
dunia dan akan memindahkan harta peninggalanya kepada orang-orang
yang berhak menerimanya.

2. Ahli Waris : adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan atau
harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia karena sebab tertent,
seperti: hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan perkawinan
syaratnya, pada saat meninggalnya muwarris masih dalam keadaan hidup.

3. Harta warisan : yaitu harta peninggalan simati, setelah dikurangi biaya

perawatan Jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

2Ahmad Azhar baysir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta : Press, 2007), him. 122



Berkaitan dengan ahli waris dan bagianya, adakalanya para ahli waris yang
sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah dan ibu sama-sama
meneima 1/6 ketika pewaris mempunyai far’u waris, sebagaimana diatur dalam Al-
Qur’an surat an-Nisa’, akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan
berbeda dalam memperoleh bagian dua kali saudara perempuan.Perlu diketahui
bahwa perbandingan perolehan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan,
demikian pula antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan perolehan duda
dan janda, mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan sistem masyarakat
muslim yang meletakkan kewajiban dan tanggung jawab kehidupan keluarga lebih
besar kepada anak laki-laki atau orang laki-laki menurut Hukum Islam, misalnya
kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk keperluan keluarga

khususnya anak dan istri, terletak di pundak seorang suami.’

Dalam persoalan kewarisan, khususnya ditengah-tengah masyarakat
muslim di Indonnesia, ilmu fara’id selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri,
karena masyarakat bila berbicara keadilan cenderung menepis ketidak seimbangan,
seperti perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan
anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat dari
ilmu fara’id dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman
melainkan dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa, budaya dan struktur sosial
kita beranggapan penerapan ilmu fara’id secara utuh kurang diterima olah rasa

keadilan.

3Ibid, him.51



Dalam hukum kewarisan adat di Desa Margarahayu, pada umumnya bagian
para ahli waris sama. Tidak dibedakan secara bagian anak laki-laki dengan bagian
anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum
kewarisan dengan hukum kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian
masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara
musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan
berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada
umumnya menyamakan bagian para ahli waris.Pembagian harta warisan yang
demikian dalam hukum Islam bisa dimasukkan konsep as-Sulhu atau takharuj. as-
Sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang

disepakati dalam pembagian harta warisan.

Cara takharuyj ini tidak banyak dikenal oleh mujtahid terdahulu, terutama
bagi kalangan para ulama yang berpikir normativ cara ini tidak berlaku. Namun
ulama Hanafi berfikir lebih praktis telah menempuh cara ini. * Dasar yang dipakai
oleh ulama’ yang membenarkan takharuj adalah kerelaan dan kesepakatan pihak
yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima
harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan
kerelaanya. Disamping itu, ulama’ tersebut juga mendasarkan kepada atsar sahabi
(perbuatan para sahabat Nabi) dari Abu Yusuf dari janda Abdul Rahman bin Auf
bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya
untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang
diterimanya sebanyak 83 dirham. Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk

dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi

4 Amir Syariffuddin, Hukum Kewarisan Islam,Jakarta: Kencana, 2015, him. 308



nyatanya dikalangan ulama’ Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakanya atas
dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak, cara ini juga diikuti

oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir. °

Di Indonesia masalah pembagian waris bagi orang Islam telah menjadi
wewenang absolut® Pengadilan Agama sejak berdirinya pengadilan tersebut.
Hukum materil tentang pembagian waris di Pengadilan Agama pada dasarnya
terdapat dalam kitab-kitab figh. Namun sejak berlakunya Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam hukum materil dalam hal
pembagian waris bagi orang Islam di Indonesia para hakim Pengadilan Agama
dapat pula menggunakan Inpres tersebut sebagai bahan rujukan dalam menetapkan
pembagian waris walau tidak menutup kemungkinan adanya ijtihad hakim diluar
hukum materil yang sudah tersedia dan dapat pula menggunakan kitab-kitab figh

sebagai bahan rujukan.

Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin
yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berasal dari Suku Jawa ternyata
dalam hal pembagian waris mereka lebih memilih membagikan harta waris dengan
cara diluar ketetapan yang sudah ditetapkan oleh fara’id’, cara tersebut bisa disebut
dengan cara kekeluargaan, pembagian harta waris secara kekeluargaan di desa

tersebut kebanyakan berjalan di luar penetapan dari Pengadilan Agama, namun

5 Muhammad Abu Zahra dalam Ibid.,

®Kewenangan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis
perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis
perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainya. Lihat buku Roihan A Rasyid, Hukum
Aacara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pres, 2013, hlm. 27

"Fara’id dan faridlah secara istilah adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang
termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak
mendapatkanya, dan beberapa bagian yang dapat diterima oleh mereka sesuai dengan ketetapan al-
Qur’an dan al-Hadits.Lihat dalam buku Ahmad Rodiq, Figh Mawaris, Jakarta: Rajawali Pres,
2012,hlm. 3



dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik walaupun terkadang juga terdapat
dari beberapa yang mendapati konflik baik di awal maupun di kemudian hari, hal
ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana praktek pelaksanaan pembagian
harta waris secara kekeluargaan dikalangan masyarakat desa tersebut. Mengingat
mengenai pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan itu sendiri tidak
di atur dalam perundang-undangan dan banyak pula bentuk dan cara yang berbeda-
beda. dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Desa Margahayu yang
menetapkan bagian waris meski tidak sejalan dengan ketentuan fara’id tetapi
penetepannya dengan musyawarah dan nyata membawa dampak yang baik. Dalam

surat Al-Imran ayat 103 Allah SWT. berfirman:
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Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.”

Pada ayat di atas Allah melarang manusia untuk bercerai-berai, hal ini juga
sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada
masyarakat Desa Margahayu, walaupun tidak sejalan dengan ketetapan fara’id
tetapi yang menjadi landasan selain musyawarah juga rasa persaudaraan dan saling

tolong menolong agar saudaranya yang kurang mampu bisa hidup lebih layak lagi.



Walaupun dalam Undang-Undang masalah pelaksanaan pembagian waris
secara kekeluargaan itu tidak di atur secara jelas namun cara seperti ini di
perbolehkan dan memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam.® Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang baik
dan tidaknya dalam menjalankan sistem pembagian waris secara kekeluargaan itu
sendiri yang dapat memunculkan maslahat ataupun sebaliknya dalam praktik
pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu
Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, penulis ingin meneliti
permasalahan tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pembagian Harta
Waris Secara Kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang

Kabupaten Banyuasin.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, masalah penelitian dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada
masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten
Banyuasin?

2. Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara
Telang Kabupaten Banyuasin memilih membagi harta waris secera

kekeluargaan?

8Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya.”



3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta

waris secara kekeluargaan pada masyarakat desa Margarahayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris secara
kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu Kecamatan Muara

Telang Kabupaten Banyuasin.

. Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi masyarakat

Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

memilih membagi harta waris secara kekeluargaan.

. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan

pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa

Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan
sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris. Dan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para
pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para
akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum waris khususnya
dalam pelaksanaan dan penetapan pembagian hata waris secara

kekeluargaan.



2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi

masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten
Banyuasin dan masyarakat lain pada umumnyadalam menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan pembagian waris secara kekeluargaan, agar
dapat mengetahui pelaksanaan dan penetapan yang baik dan benar untuk

menghindari konflik di awal maupun dikemudian hari.

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitanya

dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Nama Judul Skripsi Hasil Penelitian

Agus Salam Pembagian warisan | Sistem pembagian waris
menurut  adat  Desa | dengan cara membagi harta

Nibung Kecamatan Koba | dengan melihat keadaan ahli

Kabupaten Bangka | waris dan di lakukan sesuai
Tengah di tinjau dari | dengan kesepakatan
hukum Islam. bersama. Sistem ini di

lakukan  ketika  pewaris
masih hidup, pewaris telah
meninggal, dan  ketika
pewaris tidak di ketahui
keberadaanya. Pembagian di
lakukan dengan cara ketika
pewaris telah meninggal
dunia tidaklah sama dengan
ketetapan yang di tetapkan

dalam IImu
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fara’idmelainkan  dengan
cara bermusyawarah dengan
melihat kondisi ekonomi
dari para ahli waris. Hal ini
bisa di katakan dengan

istilah  pembagian harta

secara Kekeluagaan studi
terhadap  Pasal 183

Kompilasi Hukum Islam.

waris dengan cara
perdamaian’.
2. | Agus Efendi Pembagian Warisan | Penulis menguraikan

mengenai latar belakang
munculnya  Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam
tentang pembagian
kewarisan dengan sistem
perdamaian, dan kebiasaan
tersebut nyata membawa
kemaslahatan,  ketertiban,
dan  kerukunan  dalam
kehidupan masyarakat.
Pembagian sistem kewarisan
secara  kekeluargaan ini
sejalan dengan pendapat
para ulama fighbahwa
masalah waris adalah hak
individu  dimana  yang
mempunyai  hak  boleh
menggunakan atau tidak
menggunakan haknya.

Namun apabila para ahli

°Agus Salam, “Pembagia warisan menurut adat desa nibung kecamatan koba
kabupaten Bangka tengah di tinjau dari hukum Islam,” Skripsi, (Fakultas Syariah

IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2009.
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waris atau di antara para ahli
waris tidak setuju harta
warisan tersebut di bagi
secara kekeluargaan, maka
sistem pembagiannya di
lakukan sesuai fara’idyang
telah di jelaskan oleh al-

Qur’an dan sunnah'’.

3. | Badruzzaman | Bentuk Praktik
Pembagian Waris di Desa
Seri Tanjung Kecamatan
Tanjung Batu Kabupaten
Ogan Ilir

Penulis menguraikan
tentang bentu-bentuk pratik
pembagian harta waris di
Desa Seri Tanjung terdapat
cara yaitu : Pembagian harta
waris dengan cara
musyawarah keluarga,
pembagian  harta  waris
dengan cara musyawarah di
bantu oleh Kyai. Dan
mengaitkannya dengan al-
Qur’an Surat Asy-Syura ayat
38 dan al-Imran ayat 159,
yaitu ayat yang
memerintahkan manusia
untuk bermusyawarah dalam
menyelesaikan urusan

dunia.!

WAgus effendi, “Pembagian Warisan secara Kekeluagaan studi terhadap Pasal 183
Kompilasi Hukum Islam, ”Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Palembang), 2009.

""Badruzzaman, “bentuk praktik pembagian waris di desa seri Tanjung Kecamatan Batu
KabupatenOgan Ilir,” Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah: Kota Palembang), 2012.
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Dengan demikian dari beberapa judul terdahulu telah ada beberapa penulis
yang membahas mengenai pembagian waris secara adat kekeluargaan.Namun,
belum ada penulis yang kiranya membahas secara khusus mengenai sistem
pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Maragarahayu Kecamatan Muara

Telang Kabupaten Banyuasindi tinjau dari Hukum Islam.

E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang

Kabupaten Banyuasin.
2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian
dan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. 1
Dalam penelitian ini, mengingat populasinya sangat luas, maka untuk meneliti
pararespon denpenelitian, peneliti menggunakan metode purvosivesampling,
responden penelitian ini adalah mereka yang kiranya memahami dan sering terlibat
dalam pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Margarahayu Kecamatan

Muara Telang Kabupaten Banyuasin, mereka-mereka ini adalah sebagai berikut:

a. Tokoh Agama, yaitu meliputi kyai desa dan PPN yang ada di desa tersebut.
b. Tokoh masyarakat, yaitu yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa,

Ketua BPD, para Kadus, dan sebagian dari RT.

12 Burhan Ashofah, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, Hlm 79.
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c. Serta beberapa dari masyarakat Desa Margarahayu yang pernah
melaksanakan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan penulis teliti umumnya bersifat kualitatif, * yaitu yang

akan meneliti tentang:

a. Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat
Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

b. Faktor penyebab masyarakat di Desa Margarahayu Kecamatan Muara
Telang Kabupaten Banyuasin memilih membagi hata waris secara
kekeluargaan.

c. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris secara

kekeluargaan pada masyarakat desa tersebut.

Selanjutnya dalam memperoleh data yang di inginkan akan diadakan
penelitian lapangan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti yang

diambil dari tiga data, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
berupa hasil wawancara, dan mengambil dalil-dalil al-Qur’an dan al-

Haditsyang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bpenelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitianya
dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), karena pada awalnya metode kualitatif ini
lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya atau adat. Lihat buku sugiyono,
metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet, 2012, hlm. 8, jadi penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bersifat lapangan.
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b. Sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
berupa buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan

penulis teliti.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu
oleh pancaindra lainya, yang digunakan untuk memperoleh data awal yang
berhubungan dengan masalah waris sistem kekeluargaan di Desa Margarahayu

Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umumadalah proses mempeolehketerangan
untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informen atau orang yang diwawancarai'®, dengan
menggunakan pedoman wawancara (guide interview) yang sudah peneliti siapkan
terlebih dahulu untuk dijawab secara lisan oleh para responden agar responden
bebas mengemukakan jawaban secara bebas dan terperinci. Yang berfungsi untuk
mendapatkan beberapa pernyataan dari para informen yang berkaitan dengan judul

penelitian ini.

¥Burhan Buingin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 111.
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¢. Dokumentasi

Dokumentasi seperti surat-surat, dan sebagainya didapatkan guna
melengkapi data mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan demografi di
Desa Margarahayu, untuk bahan penunjang dapat menggunakan bahan-bahan

pustaka yang ada kaitanya dengan masalah skripsi ini.
5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, untuk
itu penulis menggunakan teknik diskriptif kualitatif, !° yaitu untuk menyusun secara
sistematis data yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan dari pernyataan yang deduktif sehingga mudah difahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.
F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan di tuangkan dalam lima bab, sebagai
upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika

sebagai berikut.

Bab pertama adalah berisi Pendahuluan yang merupakan suatu pengantar
umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

15Penelitian deskriptif lualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian
kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, fariabel dan
keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sumber
http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriftif-html.akses 19 Oktober 2017.



http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-deskriftif.html
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Bab kedua adalah Tinjauan Umum tentang hukum kewarisan Islam, bab ini
menguraikan tentang pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam,
sebab-sebab mendapatkan harta waris, rukun dan syarat pembagian warisan, sebab-

sebab mendapatkan kewarisan dan tentang macam-macam ahli waris.

Bab ketiga mengengenai Gambaran Umum Desa Margarahayu, meliputi:
sejarah Desa Margarahayu, sistem pemerintahan, Keadaan Wilayah, penduduk

mata, pencaharian, Potensi desa, Agama, Pendidikan.

Bab keempat adalah Pembahasan meliputi Pelaksanaan Pembagian Harta
Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang
Kabupaten Banyuasin Di Tinjau Dari Hukum Islam, Faktor Penyebab Masyarakat
Desa Margahayu Membagikan Harta Waris Secara Kekeluargaan, Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Pada

Masyarakat Desa Margahayu.

Bab kelima adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BABII
TINJAUAN UMUM
A. Pengertian Waris

Waris dalam Bahasa Arab berakar dari Al Irstu terkadang digunakan masdar
(akar kata) dan terkadang digunakan bermakna isim maf’ul (yang dikenai

pekerjaan).'6
1. Makna Masdar

Dikatakan waritsa fulaanun Al maala, si Fulan mewarisi harta. Minhu
wa anhu Yaritsuhu, irtsan dan Wiraatsatan, harta miliknya beralih kepada si Fulan
sesudah ia meninggal dunia. Dikatakan pula Waritsal Majda Wa Ghairahu, dia

mewarisi kemuliaan dan lain-lainya.!”

Berdasarkan pengertian ini berarti kata Al irtsu mempunyai dua makna,

yaitu:'8

Pertama: A/ baga artinya kekal, A/ baqi Wal Waarits termasuk Asmaul

Husna yakni yang kekal sesudah semua mahluk tiada.

Kedua: Beralih, yakni beralihnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.
Dikatan Waritsa abaahu maalahuu wa majdahu, artinya seseorang mewarisi harta
dan kemuliaan ayahnya. Dikatakan pula Waritsahu’ Anhu, dia mewarisinya dari

ayahnya.

16 Muhammad Fairuz. 2007 Al-munawwir Kamus Indonesia-Arab. Putaka Progessif.
Surabaya. HIm, 207

7A1 Mu’jamul wajiz 1-3, Kamus Bahasa Arab terbitan Kementrian Pendidikan dan
Pengajaran Arab Mesir tahun1991, hal, 664

18 Bahrun Abubakar, figih waris (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), him. 17

17
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Dengan demikian, berarti mempunyai makna yang mencakup barang yang

konkrit seperti harta dan juga hal yang abstrak seperti kemuliaan dan ilmu.
2. Bermakna Isim Maf’ul

Al irtsu menurut istilah khusus adalah sebutan bagi suatu hak yang dapat
dibagikan dari hasil peninggalan mayit diterima oleh ahli waris yang berhak

menerimanya, karena salah satu dari penyebab waris.!”

B. Dasar Hukum Waris

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari’at Islam dan lebih khusus lagi
sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata, tidak dapat dipisahkan
dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-
kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek

yang lain dari ajaran Islam tersebut.

Sumber-sumber Islam itu ialah Al-Qur’an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.Ketiga
sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam.Pengunaan ketiga
sumber ini didasarkan pada ayat al-Qur’an sendiri dan hadits Nabi. Salah satu ayat
yang menyinggung tentang hal ini ialah al-Qur’an surat An-nisa’ (4): 59, sebagai

berikut: 2°

Ibid, hlm. 18.
20 Abdul Ghofur Anshari, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
mada university press, 2012), him. 6
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Artinya: “hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan
ulil amri diantara kamu.kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul
(SunnahNya)...... 7

Ayat ini memberi pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk
mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri.Hal ini dapat diberi
pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek
harus mengikuti, dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut.Karena itu pengertian
taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber al-Qur’an.Sedangkan taat kepada
Rasul, dimaknakan dengan sumber Sunnah, dan ulil amri dimaknakan sebagai

sumber ijtihad para mujtahid.

Disamping itu dapat diketahui dari hadits Nabi yang berupa dialog antara

Rasulullah dan Mu’adz yang diriwayatkan abu daud dari ibnu umar:

P 315 ool S I ol DB G o anl 0325 858 2
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Artinya: “Nabi bertanya: Apa yang kau perbuat jika kepadamu dihadapkan perkara
vang harus diputusi? Jawab Mu’adz: saya akan memutuskan atas dasar
Kitab Allah (Al-Qur’an). Nabi bertanya lagi: jika dalam Kitab Allah
tidak kamu jumpai? Jawab Mu’adz: saya akan memutuskan atas dasar
Sunnah rasululla.Nabi bertanya lagi: jika tidak kamu jumpai dalam
Sunnah Rasul? Jawab Mu’adz: saya akan berijtihad dengan
menggunakan akalku dan tidak akan membiarkan perkara itu tanpa
putusan....”.
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Dari ayat dan hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran
Islam hanya ada tiga. Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, maka

berikut ini akan dirinci satu-persatu dari sumber hukum tersebut.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan
Islam.Karena itu kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi pada
hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah Rasul dan Ijtihad) harus diacukan
kepadanya.Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Qur’an
telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur tentang
hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa’ dan
sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat kewarisan dan yang
bertalian dengannya, dapat diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok

ayat kewarisaninti dan kelompok ayat kewarisan pembantu.

Pertama, kelompok ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang langsung
menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah, ayat tentang
persamaan antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian
ahli waris (QS. an-Nisa’ [4]: 7). Juga tentang detail bagian setiap ahli waris serta
penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris. (QS an-Nisa [4]: 11 dan 12).
Disamping itu, ada ayat yang berkenaan dengan pedoma preventif dari
kemungkinan terjadi kasus diluar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12
dari surat an-Nisa’, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS

an-Nisa’ [4]: 33). Terakhir berkenaan dengan kemungkinan yang lain, jika pewaris



21

tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan dengan kalala (QS an-

Nisa’ [4]: 176).

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat kewarisan inti ini, secara berurutan dapat

dicantumkan terjemahannya sebagai berikut:

a. Surat an-Nisa (4): 7:
3520 05855 0 35 50 o o255 5,555 0 35512 S Y10

d P
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang Telah ditetapkan”. (OS. An-Nisa:7)

b. Surat an-Nisa (4): 11:

-
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu.yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian
dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,
Jjika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
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mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan
ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
Jjika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini
adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana”. QS.an-Nisa:11)

c. Surat an-Nisa’ (4): 12:
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Artinya:”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika Isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
seduah dibayar hutangnya.para isteri memperoleh seperempat harta
vang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu
mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta
vang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-
laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika
Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Penyantun”. QS.an-Nisa:12)
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d. Surat an-Nisa’ (4): 176:
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika
mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak
bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah Maha mengetahui
segala sesuatu”.(QS.an-Nisa:176)

2. Sunnah Rasul

eS 3o Leda b ol all s N T((JB: 4l gy 58 legie all (62, ol ol e
)l ar 51)) S5 Jle 3,3 )

Nabi saw. Menetapkan 2 (setengah) bagi anak perempuan dan 1/6
(seperenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki) sebagai penyempurna
bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya bagi saudari. (HR. Jama’ah kecuali Imam Muslim

dan Nasai’)
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3. Ijma’

Ijma sahabat dan tabi’in bahwa bagian seorang nenek adalah 1/6
(seperenam). Fatturahman menjelaskan bahwa imam-imam madzhab dan mujtahid-
mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbanganya terhadap
pemecahan-pemecahan terhadap mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang
sharih. Misalnya: (1) Status saudara-saudara yang?' mewarisi bersama-sama
dengan kakek. Di dalam Al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan.Yang dijelaskan ialah
status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak
laki-laki dalam kedua keadaan ini.Mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab,
kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat
kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin
Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan
kakek. (2) status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu mati daripada kakek yang
bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya.
Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara
ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum Wasiat Mesir menarik
kesimpulan dari ijtihad para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian

berdasarkan atas wasiat-wajibah.

Dalam KHI Pasal 185 disebutkan (1) ahli waris yang meninggal lebih
dahulu daripada pewaris maka kedudukanya dpat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173 yaitu mereka yang dihukum karena: (a)

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat

2'Muhammad Athillah, fikih mawaris, (Bandung: yrama widya, 2013), hlm. 6
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pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu
kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang
lebih berat. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa,”bagian bagi
ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat

dengan yang diganti.

C. Rukun Dan Syarat Waris
Pusaka mempunyai 3 (tiga) rukun, yaitu:

1. Tirkah, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya
perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat;

2. Muwaris, (pewaris), yaitu oang yang meninggal dunia dengan
meninggalkan harta peninggal harta peninggalan; dan

3. Waris (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta
peninggalan.

4. Adanya sebab-sebab hubungan kewarisan

Pengetahuan dan pemahaman tentang tirkah mutlak
diperlukan.Pengetahuan dan pemahaman tentang harta asal, harta besama, harta

keluarga, utang pibadi, dan utang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut. %>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka-mempusakai adalah

sebagai berikut:

1. Matinya muwaris,

22 Otje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung, Rifika Aditama: 2010), him. 4
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2. Hidupnya warits, dan

3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai. **

Matinya muwaris (pewaris) mutlak harus dipenuhi.Seseorang baru disebut
muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang
memberikan harta kepada ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan

waris.
Kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan kedalam tiga macam, yaitu:

1. Mati haqiqi adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa
orang yang bersangkuta telah mati.

2. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan
adanya keputusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

3. Mati taqdiry (menurut dugaan)adalah kematian yang didasarkan pada

dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkuta telah mati.

Hidupnya waris (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris
hanya akan mewaris jika ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah
yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah mafqud, anak

dalam kandungan, dan mati bebarengan.

Masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui
secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwaris meninggal dunia.
Dalam hal kasus terjadi seperti itu maka pembagian waris dilakukan dengan cara

memandang si mafqud tersebut masih hidup. Itu dilakukan untuk menjaga hak si

B0tje Salman, Hukum Waris Islam, (Bandung, Rifika Aditama: 2010), hlm. 4.
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mafqud jika ternyata dia masih hidup.Jika dalam tenggang waktu yang patut
ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati,
maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli-waris lainya sesuai dengan

perbandingan saham masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwaris dalam
keadaan mengandung ketika muwaris meninggal dunia.Dalam hal terjadi kasus
seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran
anak tersebut.Oleh sebab itu maka pmbagian waris dapat ditangguhkan sampai anak

tersebut dilahirkan.*

Masalah mati bebarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling
mempusakai mati bebarengan, misalnya seorang bapak dan anaknya tenggalam
atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang
meninggal terlebih dahulu.Dalam hal terjadi kasus seperti itu maka penetapan
keberadaan mereka dilakukan dengan mem perhatikan kepentingan ahli-waris

lainya secara kasus per kasus.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa hal penting yang perlu
diperhatikan dalam masalah waris adalah kronologis kematian pewaris dengan para
ahli-waris karena di dalam praktik seringkali pembagian waris dilakukan jauh hari

dari waktu meninggalnya pewaris.

bid, hlm. 5
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Hal lain yang pelu diketahui dan dipahami berkaitan dengan masalah di atas
adalah menyangkut sistim kekerabatan. Melalui sistim kekerabatan dapat diketahui

penggolongan, pengelompokan, dan keutamaan para ahli waris.

Selain adanya pewaris dan ahli-waris, perlu pula di perhatikan bahwa para
ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang

baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MARGARAHAYU KECAMATAN MUARA

TELANG KABUPATEN BANYUASIN
A. Sejarah Desa Margarahayu

Desa Margarahayu berdiri ketika Negara Indonesia di atas pemerintahan
Presiden Soeharto. Pada saat itu Presiden Soeharto mengadakan program
transmigrasi dengan cara memindahkan sebagian penduduk pulau Jawa kepulau-
pulau besar yang ada di Indonesiaantara lain seperti pulau Sumatra, pulau
Kalimantan, dan Sulawesi. Sekitar tahun 70an di Sumatera Selatan ini telah di buka
lahan tran salah satunya Desa Margarahayu yang awalnya bernama Jalur 5, pada
saat itu dibuka berbagai desa dari desa jalur 3 hingga jalur 10, dan salah satunya

jalur 5 yang lama kelamaan menjadi Margarahayu. *°

Lebih lanjut lagi menurut Bapak Amat awal mulanya Desa Margarahayu
bukanlah desa yang langsung bernama Margarahayu melainkan Desa Jalur 5 yang
dibuka pada tahun 1978, dimana dulu orang-orang dari pulau Jawa di

Transmigrasikan oleh Pemerintah yaitu pada masa Soeharto. 26

Nama Desa Jalur 5 terus bertahan sampai dengan tahun1981, pada tahun
1981 di persiapkanlah oleh masyarakat sebuah nama desa hingga di dapati

kesepakatan

Zhttps://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi#Pasca-kemerdekaandi akses pada pukul
14:31 WIB 19 Maret 2018

26 Hasil wawancara dengan Bapak Amat (tokoh Agama sekaligus orang tran yang bertahan
di Desa Margarahayu hingga sekarang)
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yang mengusulkan sebuah nama Desa Margarahayu. Selama kurang lebih satu
tahun nama Margarahayu masih dalam proses peresmian hingga pada tahun 1982

nama Margarahayu barulah resmi menjadi sebuah nama desa.?’

Dalam sejarah kepemimpinan Desa Margarahayu, sebelum beralih nama
menjadi Margarahayu, desa ini dipimpin bukan dengan nama Kepala desa,
melainkan kepala Dusun. Kepala Dusun Pada saat itu adalah Bapak Sugeng
(almarhum) yang memimpin pada tahun 1978 sampai dengan 1980-an. Untuk
periode berikutnya yaitu periode dimana Desa Jalur 5 beralih menjadi Desa
Margarahayu kepemimpinan juga beralih nama menjadi Kepala Desa yang
dipimpin oleh Bapak Ibrahim (almarhum). Ibrahim bertahan sampai 2 periode dan
di gantikan oleh Bapak Tagwa memimpin selama 2 Periode dan di digantikan oleh
Bapak Bunadi yang berkuasa selama dua Periode dan masih menjabat sampai

sekarang. %8
B. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat pada masyarakat Desa Margarahayu
pada umumnya sama dengan pemerintahan yang terdapat di desa-desa lain, yaitu
pemerintahan yang bersifat demokratis. Yang di dalamnya terdapat kepala desa,

sekertaris Desa, BPD, Kadus, Rt dan Rw. Lihat struktur pemerintahan di bawah ini.

27 Hasil wawancara dengan Bapak Tasmin (salah satu toh masyarakat Desa Margarahayu)
28 Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Margarahayu
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TABEL 3.1 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA MARGARAHAYU

SEKDES

KADUS 1 KADUS 2 KADUS 3 KADUS 4
RTIl RTll R‘I!l RTIl
RT 2 RT 2 RT 2 RT 2
RT3 RT3 RT3 RT 3

Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12April 2017

Desa Margarahayu termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan
dalam wilayah Kabupaten Banyuasin Kecamatan Muara Telang.Desa Margarahayu
di kepalai oleh Kepala Desa. Berdasarkan Udang-Undang Nomor 56 Tahun 1979
Tentang pemerintahan Desa yang di muat dalam lembaran Negara dan tambahan
lembaga Negara Nomor 3153 yang di intruksikan oleh Menteri dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 1980 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun

1979 Tentang Pemerintahan desa. Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka
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Pemerintahan yang menggunakan sistem marga atau suku di hapuskan dan diganti

dengan sistem pemerintahan desa. %

C. Keadaan Wilayah

Desa Margarahayu terletak di ujung Kecamatan Muara Telang yaitu
tepatnya di antara kecamatan Sumber Marga Telang. Desa Margarahayu ini

bertetangga dengan desa-desa lainya seperti:

a. Sebelah utara bersebelahan dengan Desa Sumber Jaya
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulya

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Terusan Dalam

Desa Margarahayu memiliki beberapa jumlah 8 Blok yang terhitung dari
Blok A sampai H, Blok A terhitung dari sebelah selatan dan di akhiri dengan Blok

H yang terletak di ujung utara.

D. Penduduk

Pada dasarnya penduduk Desa Margarahayu yaitu masyarakat yang datang
oleh karena program tranmigrasi pada zaman Soeharto, mereka banyak dari Suku
Jawa.’® Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Margarahayu berdasarkan
kapitulasi hasil pendataan keluarga tahun 2017 yaitu 1430 laki-laki dan 1384

perempuan. Jika dijumlahkan adalah 2811 (dua ribu delapan ratus sebelas).

http://www.hukumonline.comdi akses pada pukul 14:31 WIB 19 Maret 2018
39 Hasil wawancara dengan Gunawan (Sekertaris Desa Margrahayu)
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E. Mata Pencarian

Pada umumnya mata pencaharian yang terbesar pada masyarakat Desa
Margarahayu bertani kebun kelapa. Masayarakat desa Margarahayu menggarap
perkebunan kelapa semenjak tahun 2000-an hingga sekarang, namun tidak menutup
kemungkinan terdapat masyarakat yang sebagian kecil tidak berkebun kelapa
melainkan pekerjaan lain seperti berdagang, menanam padi, PNS dan lain lain.

Lihat tabel di bawah ini :

TABEL 3.2 Mata pencaharian Desa Margarahayu3!

No | Nama Pekerjaan Jumlah

1 | Petani karet 3
2 | Petani kelapa 700
3 | Petani sawit 10
4 | Peternak ayam 500
5 | Peternak kambing 50
6 | Industri tempe 4
7 | Industri tahu 2
8 | Penjahit 4
9 | Bengkel 3
10 | Toko 32
11 | Rumah makan 5

Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12 April 2017

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas
masyarakat Desa Margarahayu adalah petani kelapa peternak Ayam, walau

demikian tidak sepenuhnya pekerjaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas

31Profil Monografi Desa Margarahayu tahun 2015, Ambil data 9 Februari 2018.
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mutlak tidak ada pekerjaan lain, masih banyak pekerjaan lain yang masyarakat

jalani untuk saat ini.

F. Potensi Desa

Desa Magarahayu merupakan salah satu desa yang memiliki komuditi
kelapa terbesar di Kabupaten Banyuasin. Menurut analisa kelompok aparat desa
yang tergabung dalam kelompok analisis daya guna lahan mendeskripsikan bahwa
survei lapangan yang telah dilakukan pada lahan tanah lahan milik desa,hasil
analisa membuktikan bahwa 5 tanah tersebut dominan bersifat asam sehingga
komuditas yang cocok untuk di Tanami pada lahan tersebut seperti pisang, jagung,

padi, karet dan kelapa.?

G. Agama

Pada masyarakat Desa Margarahayu permasalahan Agama adalah masalah
yang cukup penting hal ini sama dengan desa-desa lain. Pada masyarakat
Margarahayu Agama Islam menjadi Agama mayoritas jika di banding dengan
Agama yang lain dan jumlah penganut agama Islam mencapai 99,99 % hanya

terdapat satu keluarga saja yang menganut Agama Kristen.>?

Kegiatan keagamaan yang mencirikan Islam dilaksanakan oleh masyarakat

Desa Margarahayu pada umumnya sama seperti desa-desa lainya, yaitu terdapat

32 Hasil wawancara dengan ahmad mustofa Kadus I Margarahayu pada tangal 9 Februari
2018
33 Profil Monografi Desa Margarahayu 2018, ambil data 9 Februari 2018
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kegiatan pengajian bergilir di tiap-tiap Blok yang dilaksanakan setiap bulannya
yang dilakukan secara bergilir dari Blok A ke Blok berikutnya. Terdapat juga
kegiatan yasinan bapak-bapak yang dilaksanakan setiap malam Jumat yang
diselenggarakan oleh blok masing-masing, yaitu dilaksanakan secara bergilir dari

rumah ke rumah.?*

H. Pendidikan

Masalah pendidikan di Desa Margarahayu pada umumnya belum
mengalami kemajuan semenjak tahun 1990-an sampai dengan sekarang,
kebanyakan masyarakat hanya lulus SD lansung menikah bagi yang perempuan.
Jumlah sarana pendidikan di Desa Margarahayu juga tidak mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun hanya ada SD saja.

34Sumber : Dokumentasi Desa Margarahayu, 12 April 2017



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan di Desa

Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

Pada dasarnya masyarakan Desa Margarahayu secara keseluruhan dalam
hal membagikan harta warisan tidak menggunakan cara sebagaimana dalam hukum
kewarisan Islam, mereka menggunakan cara adat kekeluargaan dengan bagian
masing-masing ahli waris bagi rata, hal ini dikarenakan tirkah pewaris hanya
sedikit. Sebab, pada waktu pewaris masih hidup pewaris sudah menghibahkan
hartanya kepada anak-anaknya dan menyisakan sedikit harta untuk biaya hidup

masa tua, sehingga kemudian sisa harta itulah yang nantinya menjadi tirkah.>

Dengan demikian, permasalahan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan
pembagian waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu adalah

mengenai Pelaksanaan pembagian Tirkah dengan cara Bagi Rata

Pelaksanaan pembagian tirkah di Desa Margarahayu yang secara hukum
adalah pelaksanaan kewarisan, yaitu dilaksanakan setelah pewaris benar-benar

wafat.

35 Hasil wawancara dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat (Amat dan mustofa Kadus
Dusun II dan Bunadi Kades Desa Margarahayu tanggal 20 sampai 21 Februari 2018)

36
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Namun, secara hukum kewarisan Islam dalam hal perolehan harta mereka
membaginya dengan cara diluar ketentuan fara’id, yaitu dengan cara dibagi rata

kepada ahli waris tertentu.

Almarhum Bapak Adam (Desa Margarahayu) Daud®® menjelaskan dalam
keluarganya pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara kekeluargaan, hanya
dilaksanakan secara lisan saja dengan almarhum bapak Adam (ayah kandung
Rohma) yang meninggal pada tahun 2000, dengan meninggalkan tirkah tiga (3)
hektar kebun kelapa, ahli waris Bapak Adam yaitu Tiga orang anak laki-laki, tiga
anak perempuan dan satu (1) orang istri. Mereka mendapatkan bagian tirkah setelah
dilaksanakannya segala keperluan si mayit meliputi pengurusan jenazah, dan

hutang , masing-masing mendapat bagian sama rata kecuali istri.

a. Carli (anak laki-laki), mendapatkan 0,4 1hektar kebun kelapa.

b. Bading (anak laki-laki), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.

c. Daimam (anak laki-laki), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.

d. Rokani (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
e. Rohmah (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.
f. Rokani (anak perempuan), mendapatkan 0,41 hektar kebun kelapa.

g. Cati (istr1), mendapatkan setengah (1/2) hektar kebun kelapa.

Dalam kasus ini istri almarhum bapak Adam mendapatkan bagian setengah
(1/2) hektar kebun kelapa dengan alasan membantu ekonomi. Namun yang
disayangkan, oleh karena pembagian tirkahnya berupa tanah dan kebun seharusnya

untuk lebih menjamin kepastian hukum alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan

%6Hasil wawancara dengan Daud (keluarga dari almarhum) pada tanggal 13 Maret 2018



38

dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT) agar dilakukan pencatatan dan
balik nama. Agar dikemuadian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka

permasalahan tersebut mudah untuk diatasi.

Alasan yang melandasi keluarga Adam membagikan tirkah dengan cara
sebagaimana dijelaskan di atas adalah memang sudah menjadi kebiasaan turun
temurun dan memang benar adanya cara tersebut mendatangkan kemaslahatan
terutama bagi keluarga terjalin kerukunan dan mereka nyaman dengan cara tersebut
menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkan dan tidak harus mengeluarkan banyak
uang untuk mengurusi biaya surat-menyurat apabila dilaksanakan dengan cara

hukum yang berlaku.?’
1. Almarhum Bapak Sakimin (Desa Margarahayu)

Bapak Bunadi®® menyatakan dalam keluarganya pembagian harta waris
dilaksanakan dengan cara kekeluagaan, hanya dilaksanakan secara lisan dengan
almarhum Bapak Sakimin (ayah kandung Bunadi) yang meninggal pada tahun
2000, dengan meninggalkan tirkah kebun kelapa dengan luas empat (4) hektar, ahli
waris pak Sakimin yaitu hanya meliputi dua orang anak laki-laki dan dua anak
perempuan. Karena istri bapak Sakimin lebih dulu meninggal. Mereka
mendapatkan bagian tirkah setelah dilaksanakannya segala keperluan si mayit

meliputi pengurusan jenazah, wasiat jika ada dan hutang jika ada, masing-masing

$https://www.google.com/search?q=pembagian+waris+secara+kekeluargaan&ie=utf-
8&oe=utf-8&client
38 Hasil wawancara dengan bapak Bunadi(anak dari almarhum) pada tanggal 8 Maret 2018
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mendapatkan bagian sama rata yaitu satu (4) hektar kebun kelapa di bagi empat

orang ahli waris yaitu: *

a. Bunadi (anak laki-laki) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.
b. Waryono (anak laki-laki) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.
c. Lirah (anak perempuan) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.

d. Sumitri (anak perempuan) mendapatkan satu hektar kebun kelapa.

Para ahli waris almarhum Sakimin membagi harta waris dengan cara bagi
rata tersebut tidak dengan cara tertulis melainkan lisan saja. Alasan yang melandasi
keluarga Bunadi membagikan tirkah hanya dengan lisan saja adalah memang sudah
menjadi kebiasaan turun temurun dan benar memang adanya cara tersebut
mendatangkan kemaslahatan terutama bagi keluaga terjalin kerukunan dan mereka
nyaman dengan cara tersebut menurutnya tidak berbelit, tidak merepotkian dan
tidak harus banyak mengeluarkan uang untuk mengurusi biaya surat menyurat
apabila dilaksanakan dengan cara hukum yang berlaku, selagi tidak ada masalah

maka cara seperti itu boleh-boleh saja.

39Hasil wawancara dengan bapak Bunadi pada tanggal 8 Maret 2018
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B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Margahayu Membagikan Harta

Waris Secara Kekeluargaan

Setelah diamati dari hasil penelitian di atas bahwasanya yang menjadi faktor
penyebab masyarakat Desa Margahayu lebih memilih membagikan harta warisnya

dengan cara kekeluargaan yang kebanyakan hanya secara lisan saja yaitu meliputi:
1. Jauh dari Pengadilan Agama

Untuk meminta penetapan pembagian waris bagi orang Islam di Indonesia
yang ingin ditetapkan di lembaga peradilan adalah ke Pengadilan Agama, yaitu
suatu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan relatif disetiap Kota kabupaten
dan kota madya, kewenangan absolutnya meliputi perkara Perkawinan, Waris,

Wasiat, Hibah, Waqaf, Shadagah, dan Ekonomi Syariah. *°

Keberadaaan pengadilan agama di Kabupaten Banyuasin tepatnya di
Kecamatan Muara Telang yang bila di tempuh perjalan bermobil kurang lebih
mencapai dua jam. Ditambah biaya permohonan penetapan yang pastinya akan

membuat pihak yang berkepentingan harus mengeluarkan biaya.

2. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui prosedur kewarisan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah

Mengenai peralihan harta melalui kewarisan bagi penduduk pribumi adalah

bagi yang beragama Islam dapat memohon penentapan ke pengadilan agama dan

4'Mengenai dasar kewenangan absolut pengadilan agama lihat pasal 49 Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
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yang bukan Islam memohon penetapannya ke pengadilan negeri, namun terdapat
alternatif lain bagi penduduk Warga Negara Indonesia asli yaitu surat keterangan
ketetapan ahli waris bisa dilakukan dihadapan lurah atau kepala desa dan diketahui

oleh camat. #!

3. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai sistem kewarisan Islam

Masyarakat Desa Margahayu kebanyakan awam mengenai bagaimana
praktik pembagian waris dalam Islam, melihat dari kebanyakan latar belakang
pendidikan yang rata-rata lulusan SMA sederajat dan kuliah pun kebanyakan

berlatarbelakang dari umum, tentunya hal ini menjadi penyebab.

4. Membantu ekonomi saudara yang lebih membutuhkan

Dalam kehidupan keluarga tidak semua anak atau anggota keluarga menjadi
orang berkecukupan, karena pada dasarnya rezeki merupakan rahasia Allah SWT.
hal ini juga menjadi penyebab masyarakat Desa Margahayu lebih mengutamakan
pembagian tirkah dengan cara kekeluargaan saja dengan memandang dari sudut
ekonomi ahli waris mana yang lebih membutuhkan. Dalam Islam saling membantu

saudara yang membutuhkan adalah hal yang mulia.

5. Sudah menjadi adat

Pembagian dengan sistem adat kekeluargaan dengan hasil bagi rata, dan
hanya lisan saja hal seperti ini tidak terlepas dari kebiasaan yang sudah diulang-
ulang secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menurut mereka cara

seperti inilah yang nyaman dan tidak berbelit.

4!Lihat surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdi/171/V/K/1991
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris

Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat Desa Margahayu

Secara normatif pembagian warisan hanya dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama
sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan
sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (dalalah gath’iy). Namun dalam
kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara
mereka sendiri. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima
bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang

menerima bagian sedikit masih berada dalam suasana kekurangan.*?

Dalam ushul figh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat
dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan ‘Urf. Kata ‘Urf ini seakar kata
dengan ma’ruf yang artinya baik. Jadi apabila kebiasaan tersebut tidak membawa

kemaslahatan bagi manusia maka kebiasaan seperti ini tidak bisa dikatakan ‘Urf.*?

Burhanudin menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam al-‘adah
muhakamah suatu adat atau ‘Urf ini dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:*

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah

42 Ahmad Rofig, Op.cit., Him 200
43 Ahmad Rofiq, Ibid., Hlm 200
“Burhanudin, Figh Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 263
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5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Masalah pembagian harta waris pada masyarakat Desa Margahayu yang
mayoritas beragama Islam pada umumnya membagikan harta waris di luar cara
yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, cara tersebut dilakukan
secara turun temurun yang secara umum biasa disebut dengan istilah kekeluargaan,
dalam praktiknya tentunya memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang harusnya

sudah di tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Pembagian tirkah pada masyarakat Desa Margahayu adalah dengan cara
berbagi rata, hal ini dikarenakan mereka melihat dari sisi ekonomi ahli waris
lainnya yang dirasa lebih membutuhkan. Mereka melepas haknya pun tidak
menuntut atau merasa terzolimi, justru mereka senang karena dapat membantu

saudaranya yang ekonominya kurang mampu.*’

Ketidak sesuaian ini bukan berarti tidak diperbolehkan dalam Islam jika
memang cara tersebut dapat lebih mendatangkan maslahat bagi manusia pada
umumnya, mengingat masalah kewarisan ini adalah masalah hak individu bagi
setiap ahli waris, jadi ketika ahli waris tidak mendapat bagian sebagaimana
ditentukan dalam ilmu fara’id, namun karena keberadaannya justru dapat
mendatangkan maslahat dan ketertiban kepada para ahli waris maka hal ini sejalan
dengan tujuan syariat (maqasid asy-syariah) yaitu mengutamakan kemaslahatan
dan menjauhkan dari kerusakan serta menghindarkan umat dari kesulitan dan

mendatangkan kemudahan.

“Burhanudin, Figh Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 263
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Dalam sejarah kewarisan Islam, pembagian harta waris terdapat istilah yang
dikenal takharuj, dimana cara takharuj tersebut sangat berseberangan dengan
bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam furudhul muqaddarah (bagian-bagian
ahli waris yang sudah ditetapkan dalam nash). Namun, karena pelaksanaannya
membawa maslahat dan rasa adil dari semua ahli waris maka cara ini dibolehkan.
Cara takharuj ini tidak banyak dikenal oleh kalangan ulama yang berpikir normatif.
Namun, ulama Hanafi sebagai ulama yang berpikir praktis, cara ini dikenal dan
dibolehkan dengan menggunakan dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari

pihak yang berhak. Cara seperti ini juga diikuti oleh hukum kewarisan di mesir.

Pada dasarnya Allah menginginkan aktualisasi kemaslahatan manusia
dalam semua aturan hukumnya, karena inilah tujuan adanya hukum Islam yang
dikenal dengan maqasid asy-syari’ah. Allah mengakui atau menyetujui semua yang
bermanfaat dan menolak semua yang mendatangkan mufsadat. Istilah maslahat,
sebagai lawan dari mufsadat, adalah semua yang membawa kepada kebaikan
kepada mereka (umat Islam). Sebab itu, istilah maslahat ini identik dengan istilah
al-khair. Dalam kandungannya dengan hal-hal yang baik bagi manusia, maslahat
ini bersifat i’tibari, yakni harus diakui bahwa ia (pelaksanaan hukum) dapat
berlainan atau berbeda sesuai dengan identitas, tradisi, kebiasaan atau muru’ah bagi
setiap suatu komunitas masyarakat*®, Lebih lanjut menurut Al-Ghazali yang

dikutip oleh Duski Ibrahim menyatakan:

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak
mudharat. Tetapi, bukan itu yang kami maksudkan, karena mencari manfaat
dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak
pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi, yang kami maksudkan dengan

4Duski ibrahim, Kaidah-Kaidah Figh Pedoman(Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian
Masalah Hukum Islam Kontemporer) palembang: grafika telindo press, 2014, him. 123-124
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maslahat adalah memelihara tujuan syara’ dari makhluk (al-muhafazhah
a’la mugsud asy-syar’). Tujuan syara’ yang ingin dicapai dari makhluk ada
lima, yaitu: memlihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.
Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut
maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat, dan
menolaknya adalah maslahat.

Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat
Desa Margahayu dan masyarakat pada umumnya sebenarnya telah memiliki
landasan hukum dibolehkannya melakukan praktik pembagian waris dengan cara
tersebut, yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Bunyi
Pasal 183 kompilasi Hukum Islam tersebut telah mengakomodir kebiasaan

masayarakat adat di Indonesia dengan tujuan syariat.

Terdapat juga salah satu qawaid figh sebagai praktik pelaksanaan
pembagian waris secara kekeluargaan pada masyarakat Desa Margahayu, walaupun
ketetapannya jauh dari ilmu fara’id tetapi nyata membawa maslahat. Hal ini sesuai
dengan ketentuan kaidah figh yang berbunyi al’adatu muhakamah yaitu suatu

kebiasaan yang baik dapat dijadikann sebagai patokan hukum.

Dalam segala hal urusan dunia sebenarnya manusia dianjurkan untuk selalu
bermusyawarah agar nantinya dapat menghasilkan suatu penetapan yanng dirasa
adil dari setiap individu yang bersangkutan, hal ini berlandaskan dalam surah Asy-

Sura ayat 38 yang berbunyi:

- -
> s
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
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musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Pada ayat diatas, Allah menganjurkan manusia untuk bermusyawarah dalam
memutuskan atau menetapkan segala hal dalam bentuk urusan duniawi. Hal ini
sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada
masyarakat Desa Margahayu yang menetapkan bagian waris meski tidak sejalan
dengan ketentuan fara’id tetapi penetepannya dengan musyawarah dan nyata
membawa dampak yang baik. Dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah SWT.

berfirman:

a8 3 e T ean 805 158 V5 Gs Ay Tt
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© 6,35 1 Lagils )

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.”

Pada ayat di atas Allah melarang manusia untuk bercerai-berai, hal ini juga
sejalan dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam praktik pembagian waris pada
masyarakat Desa Margahayu, walaupun tidak sejalan dengan ketetapan fara’id
tetapi yang menjadi landasan selain musyawarah juga rasa persaudaraan dan saling

tolong menolong agar saudaranya yang kurang mampu bisa hidup lebih layak lagi.
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Dari pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian
harta waris secara kekeluargaan pada masayarakat Desa Margahayu diatas maka

dapat diambil intisari hukumnya yaitu:

1. Pelaksanaan pembagian tirkah dengan cara bagi rata menurut hukum Islam
yaitu boleh. Karena, pada dasarnya masalah kewarisan adalah hak individu
terserah mau bagaimana ahli waris tersebut dalam menggunakan haknya,
pelaksanaan tersebut sesuai dengan salah satu qawaid figh yang berbunyi
Al-‘adatu muhakamah karena pelaksanaannya nyata membawa maslahat

dan tidak menimbulkan konflik.

Alasan-alasan tersebut sesuai dengan magasyid asy-syari’ah yaitu upaya
mendatangkan maslahat dan menjauhkan dari mudharat serta mendatangkan

kemudahan bagi setiap tindakan mukallaf yang bersifat amaliyah.

Walaupun pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat
Desa Margahayu tidak ditemukan konflik namun jika suatu saat musyawarah
keluarga tidak menghasilkan rasa adil diantara ahli waris dan menimbulkan konflik
maka penyelesaian akhir adalah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan sebagaimana
ditetapkan dalam hukum Islam dan atau diselesaikan ke Pengadilan Agama agar
Hakim yang dapat menetapkan. Karena pada dasarnya segala cara dan bentuk
pembagian waris jika dilaksanakan diluar ketetapan syariat apabila memang cara
tersebut mendatangkan rasa adil dan tidak berakibat perpecahan maka hal itu
dibolehkan. Namun, apabila sebaliknya maka ketetapan syariat menjadi solusi

terakhir untuk pembagian harta waris tersebut.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bahasan pada bab IV, maka pada bab terakhir ini dapat di tarik

kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan pada masyarakat
Desa Margarahayu yaitu mayoritas secara lisan saja dan ada secara tertulis,
dilaksanakan setelah di tunaikannya biaya pengurusan jenazah , wasiat dan
hutang jika ada, ahli warisnya yaitu hanya meliputi janda atau duda, anak
beserta keturunannya. Bagian masing-masing yang di terima ahli waris
terdapat satu golongan yaitu: pembagian tirkah dengan bagian masing-

masing sama rata.

. Faktor penyebab masyarakat Desa Margarahayu memilih membagi harta

warisan secara kekeluargaan saja adalah: (1) jauh dari pengadilan Agama.
(2) mayoritas masyarakat tidak mengetahui prosedur kewarisan yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah. (3) mayoritas masyarakat tidak mengetahui
sistem kewarisan menurut Islam. (4) saling membantu ekonomi ahli waris
yang lebih membutuhkan. (5) sudah menjadi adat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warissecara
kekeluargaan pada masyarakat Desa Margarahayu yang hanya memberikan
Tirkah kepada ahli waris golongan I saja dan dengan ketetapan bagian

masing-masingahli waris berbagi rata Hukum Islam membolehkannya
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karena masalah kewarisan adalah hak individu ahli waris dan memang cara

seperti ini nyata mendatangkan maslahat.

B. Saran

1.

Kepada masyarakat Desa Margarahayu dan pada umumnya, dalam
pelaksanaan pembagian harta waris secara kekeluargaan agar tetap
bersandar kepada rasa kekeluargaan dan kasih sayang, agar dalam
pelaksanaannya tetap terjalin kerukunan berkeluarga dan saling membantu
ekonomi saudara-saudaranya yang kurang mampu, dan masalah kebiasaan
melaksanakan yang hanya dilaksanakan secara lisan saja alangkah baiknya
dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat guna
menjamin kepastian hokum.

Supaya tetap terjaga tujuan dalam pemberlakuan sistem ini, hendaknya
musyawarah antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil
tanpa mengabaikan hak seseorang ahli waris, agar dapat diterima secara

ikhlas.

. Dengan adanya alternatif seperti ini, kaum muslimin hendaknya semakin

menyadari betapa indahnya dan sempurnanya Islam sebagai sebuah sistem
aturan kehidupan. Ketika dalam situasi yang penting Islam menyediakan
aturan yang demikian jelas dalam hal pembagian warisan, demi
menghindarkan terjadinya kezaliman terhadap hak-hak individu, Islam juga
menyediakan ruang yang luas untuk mempergunakan kearifan kolektif

dalam menegakkan keadilan bagi sesama.
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